 'PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
& | NOMOR 5 TAHUN 2013 e '
TEN'I‘ANG

L PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH : A
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
' ' TAHUN 2011 2015 ' :

.~ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

'BUPATI KAPUAS HULU,

o Memmbang bahwéi’_'_'édanya perubahan Struk_ti;r- Organisasi

Perangkat Daerah yang semula tidak termuat ~

‘dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2011 tentang Rencana PembangUnan

-~ Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas =
> Hulu Tahun 2011-2015, maka perlu mcnetapkan L

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas’
* Peraturan Daerah - Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 15 Tahun 2011 ' tentang - Rencana"

! Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun-
- 2011-2015; _

__ M’cn'g'linga_t' -+ 1. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasér
.~ Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2 "_Undang—Undang Nomor 27 Tahun 1959

tentang Penetapan Undang—Undang Darurat-*. o
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran

Negara Republlk Indonesia  Tahun 1953
" Nomor . 9] sebagai Undang-Undang_.

(Lembaran - Negara Repubhk Indonesia
Tahun 1959 Nomor =72, Tambahan
Lembaran Negara Republik - Indonesia
Nornor 1820), : S



Undang—Undang NOmOr ' 17 b AR

-~ 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran' :
- Negara Repubhk IndoneSIa _Tahun 2003 .

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara L

Republlk Indonema 4287)

'Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004?'7_-

" tentang Sistem Pérencanaan Pembangunan .

Nasional (Lembaran Negara ~ Republik -~ ° "
~ Indonesia Tahun- 2004 Nomor 104,
" Tambahan = Lembaran i Negara Repubhk SRR R S
. Indonesia Nomor 4421); . = = R

Undang-Undang Nomor 32 Tahun' 2004}-[“-'5’.7”' |

. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran .

Negara Repubhk Indonesm Tahun 2004

"~ Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara__'-"’:. &

Republik  Indonesia - Nomor. =~ 4437)
sebagalmana telah d1uba_h bcberapa kali =

dan yang terakhlr dengan Undang- -Undang

' Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara_
- Republik Indonesm Tahun 2008 Nomor 50, oo

" Tambahan Lembaran - Negara Repubhk _' S

Indonesua Nomor 4844), o

5. ‘Undang—Undang Nomor 33 Tahun 200415_'

tentang Perlmbangan Keuangan antara:'.: | o
Pemerintah - Pusat ~dan . Pemermtahan__-f_f- RS
Daerah  (Lembaran Negara : Republlk ERIRN

" Indonesia Tahun 2004 “Nomor 126, o

Tambahan Lembaran Negara Repubhkf. i
* Indonesta Nomor 4438), TR g

.' .Peraturan Pemermtah Nomor 20 Tahun--:f S

2004 tentang Rencana Kerja Pemenntahf
(Lembaran Negara _ Repubhk ‘Indonesia - .
Tahun 2004 Nomo_r 45,  Tambahan - '

. Lembaran Negara - Rep_u_b}_ik-- Indonesia - .
Nomor 4385), . SR

8 Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahunf_:__-_"-:" SR

2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja. -
dan ‘Anggaran Kementenan"f-' |

7 Negara/ Lembaga . (Lembaran " Negara =~ =
. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, .
- Tambahan Lembaran Negara Repubhk”f--.

| ,Indonesna Nomor 4406), R



9. Peraturan Pemenntah Nomor 39 Tahun -
2006 tentang Tahapan, Tata' Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan’
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96
‘Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Ta.hun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan _
- Pengendalian dan Evaluasi Peléksanaan
_‘Rencana Pembangunan Daerah ' (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
" Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010
-~ tentang Rencana Pembangunan 'Jangka'_
‘Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
. Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
. Pembangunan Jangka - Panjang - Daerah -
- Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;

S Dengan Persetujuan Bersama . : :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH: KABUPATEN KAPUAS HULU
_ dan .
~ BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
- .. ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2011-2015.

Pasal I |

| Ketentuan -dalam Peraturan | Daerah Kabupaten Kapués Hulu -
~Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2011-2015 diubah sebagai berikut: o

1. Ketentuan Lampn‘an diubah sebagalmana tercantum dalam -
Lamplran yang merupakan baglan tidak - terplsahkan darx
Peraturan Daerah ini.



Pasalll
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal | diundé.hgkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

g - Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam ' lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. '

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal -1 April 2013

BUPATI KAPUAS HULU,

oo

.~ AM.NASIR

'Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 2 April 2013 : '
| Plh SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

YOHANA ENDANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 20 13
NOMOR S



; UMUM

PENJELASAN
'ATAS
' PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
' © NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

Y KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 15 TAHUN 2011 ’I‘ENTANG
_ RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2011- 2015

Bahwa dalam rangka membenkan arah - dan tujuan

- dalam mewujudkan cita-cita dan fujuan pembangunan daerah

"~ sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-
- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

" Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004  tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

| "'(RPJMD) Kabupaten Kapuas “Hulu Tahun  2011-2015

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati .
yang 'p__enyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, serta RPJM
Nasional. RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015,
memuat Gambaran Umum Kabupaten Kapuas Hulu; Arah
Kebijakan Keuangan Daerah; Analisis Isu-Isu Strategis; Visi
dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu; Strategi dan Arah

B Kebljakan, Kebijakan Umun, Program Pembangunan, dan

Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

- Penyusunan- Rencana Pembanghn'an'Jangka Menengﬁh

| Daérah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015

dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015, digunakan sebagai

- pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja ‘Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu- pada sctlap tahun

anggaran, ..

' Pelaksanaan rencaha kerja pemerint'ah'an“ da_erah
dilakukan- oleh organisasi perangkat daerah. Berdasarkan

-perkembangan. dalam struktur . organisasi di lingkungan



e

L

-Pasal Il

Pemenntah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini, yéng"méi_ia_ S
'terjadl perubahan dalam Struktur ‘Organisasi - Perangkat =~ *
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu setelah dltetapkannya' o
. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas ‘Hulu Nomor 15 Tahun -
ST 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka | Menengah T PR
"._-'.:Daerah Tahun 2011-2015. Oleh karenanya perlu dilakukan” - - -
B perubahan dan penyesuaian pada Lampiran Peraturan Daerah =
. Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun' 2011 ‘tentang - -

‘.. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun"f;-_'_f"j:
2011 2015 _ : SR L e R
Perubahan terhadap Lamp1ran d1maksud dllakukan'i'_--': L
. dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah

O Kabupaten Kapuas Hulu Nomor . 15 Tahun 2011 tentang-"f-

=) 'Rencana. Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun = - .
e ._'_'__'_ﬁ__'_=_2011 2015 Oleh karena itu Peraturan .Daerah Nomor 15 i
-:'__Tahun 20171 Tentang Rencana Pembangunan ‘Jangka

- Menengah Daerah ‘Tahun 2011-2015 perluy dilakukan .

h 'perubahan agar sesuai dengan Struktur Orgamsam Perangkatﬁ‘_" s

- Daerah - Kabupaten | Kapuas Hulu yang ada pada saat ini. - - &
i 'sebaga.l pelaksana rencana pembangunan pemermtah daerah

‘_'_"PASAL DEMI PASAL |
'_;.-'____-_'PasalI o

Cukup _]elas

Cukﬁp Jelas e



